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ABSTRAK 

 Berawal dari adanya Pemilik Perusahaan Pers yang ikut merangkap sebagai 

Petinggi pada Partai Politik yang menimbulkan hasil produk jurnalistik tidak 

independen terutama ketika menjelang digelarnya Pesta Demokrasi Pemilihan 

Umum (Pemilu) sehingga muncul pula intervensi kepada para wartawan yang 

bekerja pada Perusahaan Pers tersebut yang tentu hal itu menciderai Kode Etik 

Jurnalistik yang seharusnya dalam bertugas para wartawan harus merdeka dari 

intervensi para pihak. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif 

yuridis yang artinya lebih menitikberatkan pada pengkajian masalah hukum pada 

persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mengcakup 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian 

seperti buku dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melakukan pendekatan secara 

perundang-undangan, konsep dan sejarah. 

Dapat disimpulkan bahwa pada proses pendirian perusahaan pers di 

Indonesia saat ini sangatlah mudah sehingga semakin merebak. Namun kondisi itu 

tidak menjadi masalah seiring berkembangnya era kemerdekaan pers dan selama 

masih tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dalam bertugas. Banyaknya petinggi partai 

politik yang ikut melakukan komersialisasi pada perusahaan pers bertujuan agar 

dapat melancarkan visinya untuk memperoleh tujuan dan hasrat politiknya dengan 

menggunakan alat politik media. Belum adanya payung hukum yang melarang 

dengan tegas bagi petinggi parpol untuk memiliki perusahaan pers juga menjadi 

faktor kondisi tersebut. Sehingga diperlukan ada pembatasan bagi para petinggi 

parpol untuk tidak memiliki perusahaan pers agar dalam penyelenggaraan pemilu 

para perusahaan pers bisa independen dan menghasilkan produk jurnalistik yang 

berimbang. 
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ABSTRACT 

In the first existence of a press company owner who also doubles as a 

functionary officer in a political parties which result in an independent journalistic 

product, especially when approaching the holding of the election democracy party, so 

that intervention also arises for journalists who work for the Press Company which of 

course againts the journalistic ethic code which is supposed to be the duty of 

journalists that must be independent from the intervention of the parties. 

The research method used in this research is a juridical normative which 

focuses more on finding the legal issues on norm issues. The study object is in the form 

of primary legal materials which include legislation, secondary legal materials such 

as research results, books and tertiary legal materials such as dictionary. The legal 

materials collection is done through literature study and approaching legislation, 

concept and history. 

It can be concluded that nowadays in the process of establishing a press 

company in Indonesia is very easy so that it is getting widespread. However, this 

condition do not become a problem since the development of press freedom and as 

long as it was still subject to the journalistic ethic code of while on duty. The high 

number of political parties involved in commercializing press company is aimed at 

launching their vision to achieve their political goals and desires by using political 

media tools. The absence of a legal institution that strictly prohibits political party 

official from owning a press company is also a factor in this condition. Therefore, it is 

necessary to have restrictions on political party official not to have a press company 

so that in holding elections the press companies can be independent and produce a 

balanced journalistic product. 
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